
WALIKO7A MATAK'V4
PROVINSI NUSA TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA MA7ARAM

NOMOR: 7g T A HUN 2916

7ENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAT~ M
NOMOR 2 TAHUN 2914 TENTANG 7ANGGUNG VAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I3ENGAN RAHMA7 7UHAN YANG ~ A ESA

WALIKOTA MA7ARAM,

bWwa untuk mcIak~ ak a n k e tentuan PRSRI 14 ayat(4),
dan Pasal 17 ayat (2), Pexaturan DBerah Kota, Mataram
N onlox' 2 T a h ux l 2 9 1 4 t e n ~k g Tan ~ n g JR% 'Rb Sosla l
Pcrusah~ , p e r Iu mengatur petunjuk peIRk~ aa n n ya ;

b. b o w a bc r dassrkan pe r t imbangan 8ebRga1nlanR

Rksud huruf B., perlu menetap~ Per s tu ran WalIRota
t en~ g Pet u .n juk P e l a k ~ ~ Pex a t u ran d a e ra h K o t a

MR~am Nomor 2 Tahun 2614 tentang Tan~ng dawab

Sosial Perusahaan.

U ndang-UndBng No m o r 4 Tah un 1993 t enta n g
Pembentukan K o ~ adya Da e rah T i ngkat. I I M a t aram
(LcmbarBn Negara Rcpu b Ixk I n donesia Tahun ] ' 993
Nomox' 66, 7'amb Wan Lexnbaran Negara Republik
Indonesia Noxnor 3531);
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2667 tentang Perseroan
7crbaltRs (Lembaran Negara RcpubIi.k l l ldoneslR Tahun
2'997 Nomor 1 96, Tambahan Lembaran NcgRrR Rcpubiik
Ixldoxle81R Nomor 4756 );
Undang-UnclIRng Noxnox' 1 1 Tah u x l 2969 t en t Bx lg
Kcsejahtcraan Sos i BI (Lembaxan Ne gara Rep u b l ik
IndoncslR Tahuxl 2669 N oxxlox' 12 T RxxlbahRxl Lcmbaran

NcgarR Rcpubilk Indoncs1R Noxnol 4967);
Undang-Undang N o mo r 12 7ahun 2911 t c n t ang
Pembentukan Pexatuxan Perundang-Undangan (Lembaran
N egars. Repubiik I n d onesia T ahu n 29 1 1 Nomox 82 ,
Tambah~ Lem'baran Negara RcpubIlk Indonesls. Nomor

5234) j



12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014

10. Peraturan Da erah Pr ovinsi Nu s a Tenggara Ba rat

Undang-Undang Nomor 23 Ta hu n 201 4 te n tang
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara R epublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nagara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah d iubah beberapa kal i t erakhir d engan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2105 tentang Perubahan Kedua
Ates Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Da erah (Lembaran Negara R epublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 9 Tahun 2 012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2 012 tentang
Tanggung J awab S osial d a n Li ngkungan P erseroan
Terbatas (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Deism
Penyelenggaraan K esejahteraan S osial (Berita Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
Peraturan Menteri Deism Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk H u kum D aerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Ten ggara B erat T ahun 20 12 N omor 6, Ta mbahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor
83);

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran
Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun
2016 Nomor I Seri D);

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseman di Provinsi Nusa
Tenggara B arat (Lembaran D aerah R a vtnsi N u sa
Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 224);

1 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 0



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN W ALIKOTA TEN TANG PET UNJUK
PELAKSANAAN P ERATURAN DA ERAH KOT A MA TARAM
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Deism Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah D aerah a dalah W al ikota s ebagai u n sur

penyelenggara Pemerintshan D aerah y ang m emimpin
pelaksanaan u rusan pe merintahan ya n g me njadi
kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembsntu Walikota dan
D ewan Per wakilan Rak ya t Dae rah dei s m
penyelenggaraan U rusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. D inas adalah Dinas Sosial Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Mataram.
7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan

lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang
selanjutnya disingkat TSP adalsh tanggung jawab yang
melekat pe d a se t iap pe rusahaan unt u k te t ap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan
sesuai dengan hngkungan, nilai, norma dan budaya
masyarakat setempat.

8. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSP adalah
o rganisasi a tau f o rum ko munikasi , k onsultasi d a n
evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial
Perusahasn.

9. Komite Perencana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
yang selanjutnya disebut Komite Perencana TSP adalah
forum komunikasi dsn konsultasi antara pelaku dunia
usaha, pemerintah daersh, akademisi dsn masyarakat
untuk m erencanalum dan mengendalikan
penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang
dilakukan oleh Forum Pelaksana TSP.



10.Komite Pengawas adalah suatu organ yang d ibentuk
untuk melaksanakan pengawasan dsn evaluasi terhadap
pelaksanaan program TSP.

ll . pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut dengan
perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik
yang d i d ir ikan be rdasarkan peraturan pe rundang­
undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan
usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam
kegiatan produksi barsng dan/atau jas serta bertujuan
memperoleh keuntungan.

12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, haik deism
lingkungan o rganisasi m aupun di lu a r l i ngkungan
organisasi yang mempunyai kepentingan haik langsung
maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau
terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku
organisasi yang bersangkutan.

13. Wilayah sasaran adalsh k awasan i n dustri , k awasan
permukiman penduduk, kawassn dengan peruntukan
apapun menuru t ke tentuan pe raturan pe rundang­
undangsn yang terkena imbas langsung maupun tidak
langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi
lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan
fisik dan non fisik.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan W alikota i n i di maksudkan s ebagai p etunjuk
pelaksanaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dalam
rangka memberikan arahan pelakssnaan program TSP di
Kota Mataram.

Pasal 3
Tujuan pelaksanaan TSP adalah :
a. terintegrasinya penyelenggaraan pmgram tsnggung jawab

sosial perusahaan dengan program pembangunan
Pemerintah Kota Mataram;

b. terwujudnya s inkronisasi dan p eningkatan k erjasama
pembangunan sntara Pemerintah Daerah dengan
Perusahaan; dan

c. t erwujudnya k eberlanjutan p enyelenggaram pr ogram
tanggung jawab sosial perusahaan.



Pasal 4
Ruang l ingkup Peratursn Walikota in i m eliput i petunjuk
pelaksanasn s inergisme p rotpum T S P d engan p rogram
pembangunan Pemerintah Daerah.

BAB III
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 5
( I) Deism rangka mendukung pmgram Pemerintah Daerah,

setiap Perusahaan di Daerah dapat berperan serta deism
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
berkelanjutan.

(2) Peran serta Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I ) m erupakan s alah s at u wu ju d kepedulian
tanggung jawab sosial perusahaan.

(3) Persn serta Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I ) dapat berupa pemikiran, prakarsa, dukungan
keahlian, k egiatan, t enaga, d ana, b arang dan j a sa
dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.

(4) Pengelompokan P erusahaan deism m ewujudkan
kepedulian tanggung j awa b so sia l pe r usahaan
d idasarkan pads :
a. kesamaan status badan hukum;
b. kesamaan wiiayah kerja;
c. k esamasn jenis usaha; dan
d. kesamasn skala usaha.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Komite Perencana

Paragraf I
Tata Cars dan Mekanisme Pembentukan

Pasal 6
(1) Untuk m ensiner)pkan p rogram TSP dengan p rogram

Pemerintah Daerah d ibentuk Komite Perencana yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



(2) Keanggotaan Komite Perencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak 14 (empat belas) orang yang
anggotanya t erdir i da r i un su r P emerintah D aerah,
Perusahasn, BUMN, BUND, Akademisi dan Lembaga
Swadaya Masyarakat.

(3) Mass tugas Komite Perencana maksimal 5 (lima) tahun
dan setiap akhir t ahun dapat dieva(uasi kembali b i la
diperlukan.

(4) Susunan keanggotaan Komite Pengawas terdiri atas :
a. 1 (satu) orang Pembina I;
b. 1 (satu) orang Pembina II;
c. 1 (satu) orang Ketua;
d. 1 (satu) orang Sekretaris;
e. 8 (delapan) orang Anggota; dan
f. 2 (dua) orang staf sekretariat.

(5) Ketua Komite Perencana berasal dari unsur Pemerintah
Daerah.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 7
(1) Komite perencana wajib menerapkan prinsip koordinasi

baik internal maupun eksternal/pihak terkait lainnya.
(2) Komite perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

m empunyai tugas, meliputi :
a. Menerima masuksn dari masyarakat mengenai arsh

dan program TSP;
b. menyusun arab dan rencana program kegiatan

tahunan TSP;
c. menyusun dan m enyampaikan laporan tahunan

hasil pelaksanaan p rogram k egiatan TSP k epada
Walikota m elalui Kepala D inas dengan t embussn
kepada pemsngku kepentingan.

ayat (3), Komite perencana bekerjasama dengan Forum
Pelaksana TSP.

(3) Deism menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada

Bagian Kedua
Forum Pelaksana TSP

Pasal 8
(1) Dalam r sngka k oordinasi pelaksanaan TSP d ibentuk

Forum Pelaksana TSP.



(2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh unsur perusahaan,
masyarakat dan akademisi.

(3) Walikota melalu i Kepal a Din a s memfasilitasi
pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana
dimaksud peda ayat (2 ) y ang d i tetap ken den gan
Keputusan Walikota.

(4) Periode kepengurusan Forum Pelaksana TSP berlaku
selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk
periode berikutnya.

(5) Forum Pelaksana TSP wajib menyusun Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tan gga dan d isahkan o leh
Walikota.

(1) Forum Pelaksana TSP sebagaimana d imaksud deism
Pasal 9

Pasal 8 mempunyai tugas:
a. membangun komitmen Perusahaan u n tuk b erperan

serta d a lam pembangunan e konomi berkelanjutan
guns meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bennanfaat, baik bagi Perusahaan
sendiri , komunitas setempat, maupun masyarakat
pads umumnya;

b. mengkordinasikan, memaduksn dan mensinergikan
rencana kegiatan TSP dengan kebijakan
pembangunan Pemerintah Daerah, sebagai upaya
meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan
menjaga kualitas fungsi Ungkungan hidup;

c. m erumuskan s t rategi program dan k egiatan yang
dilakukan oleh perusahan dalam upaya harmonisasi
pelaksanaan TSP;

d . menetapkan be n tu k dan be saran nila i TS P
dituangkan ke deism kesepakatan antara Perusahaan
dengan Pemerintah Daerah;

e. melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 3
(tiga) bulan sekali; dan

f. memberikan pendampingan deism pendayagunaan
sumberdaya untuk pelaksanaan TSP.

rencana dan basil kegiatan kepada Komite Perencana 1
(satu) kali setiap tahun.

(2) Forum Pelakssna TSP wajib m enyampaikan l aporan

Pasal 10
(1) Anggaran Forum Pelaksana TSP berasal dari perusahaan

yang te rgabung di dalamnya, ya n g di bagi secara
proporsional.



(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipertanggungjawabkan dan dil aporkan kep ada
perusahaan anggota Forum Pelaksana TSP.

(3) Pertanggungjawaban da n pe laporan sebagaimma
dimaksud pads ayat (2) dilakukan dengan audit sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bag(an Ketiga
Komite Pengawas

P~ 1
Tata Cara dan Mekanisme Pembentukan

Pasal 11
(1) Untuk mengawasi jalannya program TSP dengan program

Pemerintah Daersh d ibentuk K omite Pengawas yang
ditetapkan dengan Keutusan Walikota.

(2) Keanggotaan Komite Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak 5 ( l ima) orang yang
anggotanya t erdir i dar i u n sur P emerintah D acr ah,
Perusahaan, Akademisi dan Lembaga S wadaya
Masyarakat.

(3) Mass tugas Komite Pengawas maksimal 5 (lima) tahun
dan setiap akhir t ahun dapat dievaluasi kembali b i la
diperlukan.

(4) Susunan keanggotaan Komite Pengawas terdiri atas :
a. 1 (satu) orang Ketua;
b. 1 (satu) orang Sekretaris ; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.

(5) Ketua Komite Pengawas berasal dari unsur Pemerintah
Daerah.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 12
(1) Deism me laksanakan tu gasnya Ko mite P engawas

mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam
hal :
a. melakukan pengawasan dan memberikan masukan

mengenai a rab da n rencana p rogram kegiatan
tahunan yang disusun oleh Komite Perencana;



b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksan san program k egiatan tab unan dan
pertanggung jawabannya; dan

c. menyusun dan menyajiksn laporan tahunan hasil

pelaksanaan pengawasan TSP dan disampaikan
kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengsn
tembusan disampaikan kepada DPRD dan pemangku
kepentingan.

(2) Komite Pengawas me laporkan ha si l pe laksanaan

Bag)an Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13
(1) Persyaratan u n tuk d apat d iangkat m enjadi a nggota

Komite Perencana dan Komite Pengawas adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia dan teat kepada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. t idak pernah d ijatuhi p idana kasus t indak p idana

korupsi atau pidana lainnya dan/atau asusila;
e. mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan

bangsa, khususnya terhadap Daerah;
5 memiliki pemahaman dan kemampuan dalam bidang

perencanaan dan pengawasan;
g. sehat jasmani dan rohani; dan
h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) Pengangkatan anggota Komite Perencana dan Komite
Pengawas sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Pemberhentian anggota Komite Perencana dan Komite
Pengawas dilakukan apabila:
a. meninggal dunia;
b. telah habis mass jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang ancamen
hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau

e. terdapat suatu h a l y ang mengakibatkan i a t i dak
dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.



(4) Pemberhentian anggota Komite Perencana dan Komite
Pen gawas sebagaimana dim aksud p eda ayat (3)
diusulkan ke pada Wal ikota un t uk dit etapkan
pemberhentiannya.

BAB V
SINERGI PROGRAM, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14
( I) Rencana p m gram d a n kegiatan TSP y ang d i susun

bersama-sama dengan Forum Pelaksana TS P
disinergikan d engan p mgram p r ioritas Pembangunan
Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mencapai s inergi sebagaimana d imaksud pada
a yat (1) dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Komite Perencana dan Forum Pelaksana TSP

menyusun arab dan rencana program kegiatsn
TSP; dan

b. ketua Komite Perencana menyampaikan arab dan
rencana p ro(pmn kegiatan yan g te lah di susun
kepada ketua Komite Pengawas.

dituangkan dalam kesepakatan bersama antara ketua
Komite Perencana dan ketua Forum Pelaksana TSP
dengan mengetahui ketua Komite Pengawas.

(3) Sinergi program sebagaimana dimaksud pads ayat ( I )

Pasal 15
( I) Ketua Komite Pengawas dapat melaksanakan pemantusn

dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.
(2) Terhadap permasalahan a tau h ambatan yang t imbul

deism pelaksanaan kesepskatan bersama sebagaimana
dimaksud pads ayat ( I), Komite Pengawas dapat memberi
pembinaan teknis.

Pasal 16
(1) Komite Pengawas melaporkan basil pengawasan terhadap

program TSP di Daerah kepada Walikota.
(2) Pelaporan s ebagaimana d imaksud p ada a yat ( I )

m eliputi :
a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSP;

b. permasalalum yan g dihadapi da n up aya
pemecahannya.

dell



BAB VI
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Nominasi dan Penetapan

Pasal 17
(1) Perusahaan yang mel aksanakan TSP se cara

berkesinambungan dan berkelanjutan dapat d iberikan
penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dapat
diberikan kepada perusahaan setelah dilakukan seleksi,
penominasian dan penetapan calon penerima

penghargaan.
(3) Seleksi, penominasian dan penetapan calon sebagaimana

dimaksud pads ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Tim Penilai sebagaimana d imaksud pads ayat ( 3)
mempunyai tugas:
a. menyeleksi p erusahaan y an g m emenuhi k r i teria

deism melakssnakan TSP secara optimal;
b, menilai p eru sah san yang mas uk kategori

melaksanakan TSP;
c. menyusun nominasi perusahaan yang melakssnakan

TSP secara optimal; dan
d. mengusulkan name perusshaan yang m asuk

nominasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotskan,

a. D inas Sosisl;
b. Perangkat Daerah terkait;
c. Akademisi; dan
d. Masyarakat

a ntara lain :

Bagian Kedua
Tata Cars Penilaian

Pasal 18
(1) Tim Penilai melakuksn pengumpulan data dan penilaian

terhadap perusahaan yang melaksanakan TSP.
( 2) Penilaian sebagaimsna di maksud pa d s ay a t (1 )

dilaksanakan dengan memperhat iksn ind ikator :
a. k uantitas penyelenggaraan TSP;
b. nominal d ana/ jumlah b arang y ang d ialokasikan

untuk penyelenggsraan TSP; dan
c. t ingkat keberhasilan/partisipasi masyarakat.



(3) Tim sebagaimana d imaksud pads ayat (1) menyusun
nominasi perusahaan yang melaksanakan TSP secara

optimaL
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan

nama perusahasn yang masuk nominasi kepada Walikota

melalui Kep ala Di n as un tu k di t etap ken de ngan
Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Bentuk Penghargaan

Pasal 19
(I) Penghargaan kepada perusshaan yang melaksanakan

TSP secara berkesinambungan dan berkelanjutan
sebagaimsna d i maksud da lam P asal 17 aya t ( I ) ,
diberikan oleh Walikota.

(2) Penghargaan s ebagaimana d imaksud p ada a ya t ( I )
berupa Piagam Penghargaan.

(3) Seisin p iagam sebagaimana d imaksud pads ayat (2),
perusahasn d iberikan p eluang tempat/ Iokasi k husus
untuk mempromosikan produk perusahaan sehingga
lebih dikenal oleh masyarakat.

BAB VII
SANKSI ADMNISTRASI

Pasal 20
( I) Penerapan s anksi a dministrasi terhadap p erusahaan

y ang t id a k mem enuh i kew aj ibannya dei s m
melaksanakan TSP adalah :
a. d iberikan teguran tertulis pertama;
b. apabila dalam jangka I (satu) bulan teguran pertanm

sebagaimana di maksud pa d a hur u f a t id ak
diindahkan, akan diberikan teguran tertulis kedua.

( 2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )
huruf a dan huruf b diberikan oleh Komite Pengauas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21
Pembiayaan untuk m elaksanaksn pe mbinaan dan
pengarrassn TSP dibebsnkan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.



BAB IX
KEYENTUAN PENVTUP
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